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ABSTRAK 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DAPAT DIJADIKAN JAMINAN EKSEKUSI JIKA TERJADI WANPRESTASI
(Studi Kasus Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)
CINDY AULIA

NPM: 175114066
Pada penulisan skripsi ini penulis membahas masalah tentang wanprestasi suatu perjanjian Hutang Piutang yang sepakati oleh kedua belah pihak yang dibuat dihadapan Notaris dengan keinginan kedua belah pihak.Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian dekriptif analitis, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh Putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn. Teknik Pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.
Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdata.
Wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya. Menurut Pasal 1247 KUHPerdata bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan.Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak. Salah satu bukti yang dapat digunakan adalah akta pengakuan hutang. Dalam akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu perjanjian.Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
Tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menjalankan Pembayaran uang tersebut sudah cukup terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Para pihak terutama kreditur tidak jarang meminta agar hutang piutang yang terjadi dibuat dengan akta pengakuan hutang oleh seorang Notaris dengan maksud jika dikemudian hari terjadi wanprestasi, dapat dimintakan grosse-nya, karena grosse akta adalah merupakan salinan dari suatu akta yang dibuat secara Notariil. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu.
Kata Kunci : Akta Notaris, Wanprestasi, Eksekusi
ABSTRACT
LEGAL REVIEW OF NOTARY DEEDS THAT CAN BE GUARANTEED FOR EXECUTION IN THE EVENT OF Default

(Case Study Number: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)
CINDY AULIA

NPM: 175114066
In writing this thesis, the writer discusses the problem of default of an agreement on accounts payable which was agreed by both parties which was made before a notary with the wishes of both parties. This type of research in writing this thesis is normative. The nature of this thesis research is analytical descriptive research, namely research consisting of one variable or more than one variable. The research location is at the Medan District Court which is also the location for obtaining Decision Number 22 / Pdt.G.S / 2020 / PN Mdn. Primary, secondary and tertiary data collection techniques.

In the event that a debtor does not fulfill the obligations as it should be and there is an element of negligence and wrongdoing, then there is a legal consequence that claims from the creditor can befall the debtor, as regulated in Article 1236 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code, also regulated in Article 1237 of the Civil Code.

Default is a situation or event where an achievement or obligation is not carried out at all or is carried out but not at the agreed time and / or it is not appropriate. According to Article 1247 of the Civil Code, if default occurs, the person doing so is obliged to pay compensation in the form of fees, losses and interest to the injured party. For an obligation to pay compensation, it must be preceded by a collection by the entitled party. One of the evidences that can be used is the debt acknowledgment deed. In the deed, the debt acknowledgment has permanent legal force against an agreement. In an agreement, there is an agreement between the two parties who mutually bind themselves to carry out a legal act.

The actions of the Defendants who did not fulfill their obligation to carry out the payment of money were sufficiently qualified as an act of broken promise (default). The parties, especially creditors, often ask that the resulting debt be made with a notary acknowledgment of debt with the intention that if in the future there is default, a grosse can be requested, because the grosse deed is a notary copy of a deed. The debt acknowledgment deed is a one-sided agreement, in which it can only contain an obligation to pay a certain amount of money in debt.
Keywords: Notary Deed, Default, Execution
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Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu pernigaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?!”. (Yaitu) kamu berikan kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.” (QS.Ash Shaff: 10-11).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup akan saling mengikat diri satu sama lain dalam suatu perjanjian. Para pihak yang berjanji tentunya membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum atas perjanjian yang disepakati, untuk itulah negara mengakomodir kebutuhan itu dengan mengangkat orang dengan syarat-syarat tertentu menjadi pejabat umum. Dalam perjalanannya Notaris sebagai pejabat umum yang betugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta otentik, di mungkinkan terjadinya masalah maupun masalah dari pihak dalam akta. Masalah diantara para pihak selain akta yang di jadikan pembuktian juga melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya.
Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya  “Pengertian akta otentik ini telah dirumus kan dalam pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 tentang hukum pembuktian, yang mengatur mengenai syarat-sayart agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta otentik. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan, seseorang yang tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum maka tidak mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik.
Awalnya peraturan mengenai Jabatan Notaris telah di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860-3 (untuk selanjutnya disebut dengan PJN). Yang memuat tentang pengertian Notaris disebutkan dalam pasal 1 “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya 

dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua itu sebegitu jauh, pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Berdasarkan dari fungsi akta otentik serta hubungannya dalam kekuatan pembuktian terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dimana bukan hanya untuk saat ini saja, namum kekuatan pembuktian akta ini sangat diperlukan untuk jangka panjang sebagai dokumen penting yang bias dipertanggungjawabkan secara hukum oleh seorang Notaris. Maka secara langsung seorang Notaris atau Pejabat Umum mempunyai “Kewenangan mutlak dan berhak untuk membuat akta otentik” dan sebagai pejabat yang mampu menjaga propesionalisme kerja dalam membuat akta otentik mqupun dalam menyelesaiakan kasus yang berkaitan dengan kenotariatan. Selain itu notaris notaris bukan hanya semata-mata sebagai pembuat akta tapi Notaris juga sebagai pengkaji apakah yang di inginkan para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 39 dan pasal 40 UUJN-P yang berakibat akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau pun selebihnya dinyatakan akta yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum.
Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum yag dapat mengakibatkan menurunnya (degradasi) kekuatan membuktikan akta notaris dan dibatalkannya akta notaris dimana hal tersebut dapat menrugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Istilah terdegradasi terjadi manakala akta notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum perdata mengalami kemunduran, keperosotan, atau penurunan mutu dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidak absahannya akta notaris tersebut.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisa-tulisan dibawah tanggan.
  Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis bukti tulisan tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal tersebut dalam penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik alat bukti akta dibawaah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak.
Akta yang dibuat oleh (door) notaris dalam praktiknya disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan notaris, dalam praktik notaris disebut akta pihak, yang berisi keterangan atau uraian, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta notaris.

Berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta iktisiar-iktisiar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta iktisiar-iktisiar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Kekuatan pembuktian akta otentik akan ada selama minuta akta aslinya masih menjadi bagian protokol notaris. Apabila notaris tersebut pension maka protokol notaris pensiun tersebut ditentukan oleh notaris lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dasar kewenangan notaris sebagai pejabat umum berdasarkan undang-undang, negara memberikan wewenang untuk menjalankan fungsi administrasi negara. Atas dasar tersebut notaris menjadi jabatan kepercayaan karena diyakini memiliki sikap netral dalam membuatakta otentik. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) oleh seorang notaris sebagai seorang pejabat adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
 Syarat formal suatu akta otentik yaitu dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, antara lain akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan ditempat di mana akta itu dibuat. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa.

Sehubungan dengan keberatan terhadap isi akta otentik, Anwar Borahimah menyatakan, suatu akta untuk dapat disebut akta otentik harus memenuhi kriteria-kriteria, berikut “dibuat dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh dan di hadapan pejabat berwenang, mempunya kekuatan pembuktian yang sempurna, dan apabila kebenarannya disangkal, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarantersebut. “suatu konsekuensi logis, penyangkal akta otentik berkewajiban untuk membuktikan ketidak benaran akta yang disangkal, karena akta adalah bukti adanya pembuatan hukum para pihak, bukan perbuatan hukum notaris yang bersangkutan. 
Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik apabila diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatuakta otentik. Notaris adalah orangluar, dan yang melakukan perbuatan hukum adalah pihak-pihak yang membuat serta terikat dalam dan oleh isi perjanjian.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami hakekat perbutan notaris hanya merekam yang dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan.Notaris hanya mencatat keinginan, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila sudah sesuai dengan kehendak penghadap, maka pihak-pihak yang berkepentingan diminta untuk membubuhkan tanda tangan serta menulis nama terangnya. Arti penting dari profesi notaris ialah Undang-Undang memberikan wewenang kepada notaris menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut didalam akta otentik adalah benar.
Hal ini menunjukkan bahwa profesi Notaris sebenarnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dengan demikian dapat dinyatakan sifat keotentikan akta bersifat mutlak, sepanjang tidak dibuktikan ketidakbenaran oleh para pihak, atau pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya akta tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa profesi Notaris sebenarnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dengan demikian dapat dinyatakan sifat keotentikan akta bersifat mutlak, sepanjang tidak dibuktikan ketidakbenaran oleh para pihak, atau pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya akta tersebut. Jika dikemudian hari timbul gugatan atau ada pihak yang menyangkal isi perjanjian yang telah dibuat, diharapkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak mencapai kesepakatan demi keadilan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.
Adapun fungsi dari lembaga peradilan adalah untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau Undang-undang Negara atau dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Perlindungan hukum menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti hal (perbuatan) melindungi, sedangkan yang dimaksudhukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan/kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Perlindungan hukum sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum.
Dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di Pengadilan atau notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan Undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris, melainkan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum.
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak tersebut.
Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan wanprestasi terjadi apabila seseorang (pembeli) lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian pengikatan jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan adanya Wanprestasi tersebut maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya.
B. Rumusan Masalah
Mengacu pada ulasan dari latar belakang penelitian maka dapat diketahui permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Perjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn?
2. Apakah Akta Notaris Mempunyai Kekuatan Eksekutorial?
3. Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :
1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan hukum.
2. Untuk mengetahui Bentuk Wanprestasi Perjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui Akta Notaris Mempunyai Kekuatan Eksekutorial.
4. Untuk mengetahui Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn.
D. Manfaat Penelitian
1. manfaat teoritis, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran dan solusi dalam bidang hukum perdata khususnya  mengenai perjanjian antara para pihak yang bersangkutan seingga bisa untuk dijadikan bahan pemikiran bagi para pihak yang melakukan Perjanjian Hutang Piutang, karena masih ada pihak-pihak yang melakukan perjanjian tanpa disertai bukti tertulis, hanya berupa ucapan atau lisa saja.
2. Manfaat praktis, dengan harapan untuk dapat menambah wawasan yang lebih bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan sebagai dasar dalam mencari solusi yang tepat, sehingga masalah wanprestasi dalam perjanjian dikurangi.
3. Dapat membuka pemikiran untuk setiap orang mengenai ilmu hukum perdata mengenai perjanjian dalam akta pengakuan hutang dan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan debitur dan kreditur.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta 
Akta dalam bahasa Belanda disebut acta atau akta, dalam bahasa Inggris disebut act atau deed. Secara etimologis, menurut S.J. Fachema Andreas, kata akta berasal dari bahasa Latin yaitu acta berarti geschrift atau surat. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kata akta berasal da r i kata acta yang merupakan bentuk jamak dari kata actum, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti perbuatan-perbuatan. A. Plito yang dikutipoleh Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk digunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa suratitu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pengertian akta disebutkan dalam pasal 165 Het Herziene Indonesisch Regelement (HIR) Tahun 1941 nomor 84, yaitu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Pengertian akta menurut M.U. Sembiring, akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dipersiapkan/dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu diperbuat. Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni:
1. Tulisan itu harus ditandatangani.

2. Dan tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk diperbuat menjadi alat bukti.
Dalam kehidpan sehari-hari sering kita temukan tulisan yang dibubuhi tanda tangan namun tidak dapat kita naakan akta karena tulisan itu meskipun ditandatangani namun diperbuat bukan men jadi alat bukti.

Akta Otentik merupakan salah satu bukti tulisan didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya.
 Sedangkan aka dibawah tangan adalah Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua Akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.
Pengertian akta menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang dimaksud dengan akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta adalah suratyang bertanda tangan yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.
2. Jenis-Jenis Akta
Ditinjau dari cara pembuatannya akta dapat dibedakan dalam dua jenis yakni akta otentik dan akta dibawah tangan.
a. Akta Otentik 

Akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi:
“Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.
Dari perumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada dua jenis akta otentik yaitu:
1. Akta yang diperbuat oleh notarisakta jenis ini biasanya diberi nama “akta relaas” atau “akta pejabat” atau “akta proses perbal” atau “akta berita acara”. Yang termasuk jenis akta ini antara lain akta berita acara rapat para pemegang saham perseroan terbatas, akta berita acara rapat direksi perseroan terbatas, aktapendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, akta berita acara penarikan undian.

2. Akta yang diperbuat dihadapan notaris akta ini dinamakan akta pihak-pihak. Isi akta iniialah catatan notaris yang bersifat otentik mengenai keterangan-keterangan dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta bersangkutan, ditambah dengan keterangan notaris dalam akta itu tentang telah dipenuhinya segala formalitas yang diperintahkan oleh undang-undang agar akta itu memenuhi persyaratan sebagai akta otentik antara lain keterangan notaris bahwa akta itu telah dibacakan olehnya kepada para penghadap, dan bahwa kemudian akta itu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris serta keterangan lainnya. Termasuk dalam golongan akta ini adalah akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian pinjam pakai, akta persetujuan kredit dan sebagainya.
b. Akta Di bawah Tangan
Akta dibawah tangan diuraikan dalam pasal 1874 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:
“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.”
Akta dibawah tangan dibagi menjadi dua, yaitu akta di bawah tangan yang terdaftar dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar. Akta di bawah tangan yang terdaftar di bagi menjadi dua yaitu:
1. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi
Legalisasi adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan kepada notaris dan dihadapan notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan,setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi (notaris).Akta legalisasi adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, namun penandatanganannnya disaksikan oleh atau dihadapan notaris, tidak bertanggung jawab terhadap materi/ isi dokumen, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.
2. Akta di bawah tangan yang di waarmerking
Waarmerking adalah akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada waarmerking tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta.Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan. Akta waarmerking adalah akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak kemudian didaftarkan kepada notaris. Karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/ isi dan tanda tangan para pihak dalam dokumen yan g dibuat oleh para pihak.

Kekuatan pembuktian akta otentik ditetapkan dalam Pasal 1870 KUHPerdata, yaitu suata akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Makna yang terkandung dalam Pasal 1870 KUHPerdata, yaitu:
a. Akta Otentik memberikan kekuatan bukti bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-otrang yang mendapat hak dalam akta.

b. Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dalam akta.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dibagi menjadi beberapa, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian akta di bawah terdaftar yang dilegalisasi

Akta di bawah tangan terdaftar yang dilegalisasi pembuktian yang sama seperti akta autentik sebagai alat bukti yng kuat, karena hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal dan material saja, sedangkan kekuatan pembuktian lahiriah sama sekali tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

2. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang di waarmerking akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni)

Bagi hakim, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang di waarmerking dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni) merupakan alat bukti bebas, karena akta di bawah tangan terdaftar yang di waarmerking dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni) itu baru mempunyai kekuatan pembuktian materiel setelah dibuktikan kekuatan pembutian formalnya, sedangkan kekuatan pembuktian formal terjadi apabila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang di warmeerking dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni) tersebut.

3. Kekuatan pembuktian tulisan biasa (bukan berupa akta)

Tulisan biasa (berupa bukan akta) merupakan alat bukti bebas (vrij bewijs), di mana hakim tidak harus menerima dan memercayainya,hakim bebas untuk memercayai atau tidak, semua diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terepenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibindang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiba, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Akta Otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian pekara secara murah dan cepat.

Suatu Akta adalah Otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari Akta Notaris bersumber dari Pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), dimana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umu” sehingga akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat Otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.
3. Pengertian Akta Notaris
Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-Undang. Perkataan dibuat oleh di atas ini mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dibuat di hadapan artinya yang membuat akta itu adalah parapihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.

Dengan demikian akta otentik itu ada dua yaitu:
1. Akta Otentik yang dibuat oleh yang sering disebut dengan akta pejabat

2. Akta Otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai.
Akta Notaris sebagai Akta Otentik bersumber dari pasal I Undang-undang nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Notaris menjadi pejabat umum sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat Akta Otentik, seperti yang termuat dalam pasal 1868 KUHPerdata.
Jika sesuatu akta hendak memperoleh status otentisiteit, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut pasal 1868 KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhiJika sesuatu akta hendak memperoleh status otentisiteit, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut pasal 1868 KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhipersyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanyadalam hubungannya dengan akta-akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yang demikian dengan diancam kehilangan keotentikannya. Hal ini berarti, bahwa setiap kelalaian mengakibatkan tidak sahnya sesuatu akta, demikianmisalnya pelanggaran terhadap suatu aau lebih ketentuan dalam pasal-pasal 84 dan 85 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarismengakibatkan batalnya akta notarisitu, begitu juga dalam hal terjadi pelanggaran terhadap notaris yang bersangkutan sehingga aktanotaris kehilangan keotentikannya dan hanyaakta notaris mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan inisiatif notaris itu sendiri, misalnya akta tentang berita acara mengenai rapat umum pemegang saham.Sedangkan yang dibuat di hadapannotaris atau akta partai artinya akta tersebut dibuat atas inisiatif para pihak yang menghadap dan notaris dalam hal ini hanya bertindak sebagai saksi atas perbuatan hukum kedua belah pihak, misalnya pada akta jual beli tanah.
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum

2. Bahwa Akta itu dibuat oleh dihadapan pejabat umum

3. Bahwa Akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana dibuat.


Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan Akta Otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindangan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakt secara keseluruhan.

Dari pengertian tersebut diatas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat Akta Otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik.
Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat Akta Otentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang, maka hanya Notaris yang berwenang membuat Akta Otentik.  Notaris bukan tukang membuat Akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat Akta, tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan Akta yang dibuat didahapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.

Suatu Akta Otentik dapat dibuat atas pemintaan para oihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian maka Akta Notaris tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebeb yang halal

4. Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris
Pokok bahasan mengenai pembuktian mengandung perbedaan pendapat diantara ahli hukum dalam mengklasifikasikannya apakah termasuk kedalam hukum perdata atau hukum acara perdata. Prof. R. Subekti, S.H, mantan Ketua Mahkamah Agung dan guru besar hukum perdata pad Universitas Indonesia nerpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W, yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.
Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh Penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata hakim terkait  pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat megambil keputusan berdasarkan aat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W, dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam HIR, yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. 

Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu Akta Otentik ialah keuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang dapat menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh peggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya.
Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, suatu Akta Otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mmereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta Otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. 
Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris merupakan keharusan dan ketentuan perundang-undangan, bahwa sebagai alat pembuktian dan daru tugasnya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada notaris.Dalam pembenan tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaanterhadap notaris dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.Sebab jika tidak demikian, untuk menugaskan kepada notaris untuk memberikan keterangan dan semua yang disaksikannya dalam menjalankan jabatannya dan menugaskan notaris untuk membuat akta mengenai itu.kekuatan pembuktian akta notaris dibedakan dalam tiga hal, yakni:
1. Kekuatan pembuktian lahiriah
Kekuatan pembuktian lahir tersebut dimaksudkan kemampuan dariakta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang betul-betul dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatanganinya mengakui kebenaran dan tanda tangannya.
Lain halnya dengan akta otentik di mana akta notaris termasuk di dalanmya. Akta notaris sebagai akte otentik membuktikan sendiri keabsahannya, di sini berlaku azas publica probant sese ipsa, artinya bahwa suatu akta yang wujudnya tampak sebgai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu berlaku atau harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali terbukti sebaliknya. Tanda tangan pejabat menandakan keasliannya, kecuali jika terbukti palsu.
Beban bukti terletak pada pihak yang mempersoalkan oteritik tidaknya, menurut tata cara yang diatur dalam pasal 138 HIR, pasal 164 RBg. Kekuatan lahir atau keluar ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan danterhadap setiap orang, sehingga tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai akta otentik, maka keistimewaannya adalah terletak pada kekuatan pembuktian lahir tersebut.
2. Kekuatan pembuktian formal
Bahwa akta otentik menjadi bukti kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta. Segala hal tentang tanggal, tempat akta dibuat, dan tanda tangan pejabat yang benar.
Pada akta pejabat menjadi bukti bahwa segala keterangan pernyataan yang dimuat di dalamnya diberikan oleh pejabat.Dan pada akta partai menjadi bukti bahwa dari pejabat yang memuat pernyataan atau keterangan di atas tanda tangan mereka.
Akta pejabat tidak lain hanya dapat rnembuktikan kebenaranapa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, terlepas kebenaran dari isi keterangan tersebut.
Dalam arti formil akta notaris membuktikan kebenaran dan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat di dalam menjalankan jabatannya.
Selanjutnya dalam arti formil pula, maka terjamin kebenaran tanggal dan akta itu, kebenaran dan tanda tangan yang ada dalam akta itu, identitas dan orang-orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat.
3. Kekuatan pembuktian material
Pembuktian secara materi bahwa apa yang dinyatakan dalam akta notaris itu ada, akan tetapi juga isi dan apa yang diterangkan dalam akta itu dianggap dibuktikan sampai dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata, antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum di dalam akta itu, dengan pengecualian dan apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahun belaka dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dari akta itu. Jadi misalnya suatu akta notaris mengenai pinjaman uangmembuktikan, bahwa A benar telah meminjamkan uang Rp 126 kepada B, dengan bunga sebesar 5% per bulan, dengan syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat itu dibuktikan oleh akta notaris tersebut.
Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu penghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang di lihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksim dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan Akta yang tidak dilakkan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan Akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari Akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka Akta tersebut harus diterima oleh siapapun.
Dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung RI diakui tentang kekuatan pembuktian materi ini. Dalam Mahkamah Agung memutuskan dalam suatu perkara pemalsuan, bahwa akta notaris mengenai jual beli adalah untuk membuktikan dan memang membuktikan berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata tidak hanya bahwa para pihak ada menerangkan sesuatu mengenal itu di hadapan notaris, akan tetapi juga bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu, jadi dengan demikian telahmengadakan perjanjian itu, sehingga akta itu adalah untuk membuktikan tentang harga pembelian dan kebenaran dan apa yang diterangkan oleh para pihak mengenai itu.
Dan agar suatu Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian diatas sehingga dapat menjadi alat bukti yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Syarat-syarat  tersebut misalnya yang tercantum didalam Peraturan Jabaran Notaris adalah pada Pasal-pasal, 22, 24,25, dan 28 PJN. Bila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar dilaksanakan oleh Notaris, maka Akta yang dibuat Akta Otentik. Notaris fungsinya hanya mencatatkan hal-hal yang dikkehendaki dan  dikemukakan oleh para pihak. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.

Dengan demikian mengenai otensitasnya suatu Akta Notaris pada dasarnya karena Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Sebaliknya, menurut Habib Adjie bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris membuat Akta secara umum dapat dipandang sah sepanjang dalam kriteria, antara lain.

1. Tidak dikekcualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang
2. Menyangkut Akta yang harus dibuat atau berwenang membuat Akt Otentik mengenai smua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa Akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan
4. Berwenang mengenai tempat, dimana Akta itu dibuat, sesusai dengan tempat keduduksn dan wilayah jabatan Notaris
5. Mengenai waktu pembuatan Akta, hal ini Notaris yang menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam Akta.
Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang lohis dan mutlak yang berlaku bagisetiap orang serta menutup sgala kemungkinan adanya bukti lawa. Akan tetapi merupakan pembuktian konvesionil yang berifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. 
Pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret.
Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. 
Membuktian dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tenang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.
Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.
Hal ini diperkuat dengan perintah hukum yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya yang diatur dalam Buku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa Pasal 1865 :
“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak  orang lain, waji membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang  dikemukakan itu”
Hukum Pembuktian adalah bagian dari Hukum Acara Perdata.
Hukum Pembuktian dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.

Berdasarkan pasal tersebut berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka Pengadilan. Akan tetapi, tidaklah semua hak atau peristiwa yang dikemukakan itu harus dibuktikan, dalam hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian.
B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi 

Menurut R. Surbakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapat yang menjadi haknya dengan kekuatan umum (polisi dan militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.

Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. 

Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan “Hala menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan “Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihakyang kalah dalam perkara memenuhi amar Putusan Pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah Putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan Putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan Putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksakannya. 
Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energy, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dilaksanakan.
Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak kalah dalam perkara menjalan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Lama putusan hakim, melalui perantara panitera/jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena tidak dilaksanakan secara sukarela dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana sekaligus prestise dari lembaga pengadilan itu sendiri.
2. Asas-asas Eksekusi
Untuk menjalankan suatu eksekusi maka perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu :
1. Putusan Hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum tetap. 
Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat dan sudah tidak ada lagi upaya hukum yakni :

a. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
b. Putusan Makamah Agung (kasasi/PK)
c. Putusan Verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (res judicata) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah. Terhadap asas ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:
a. Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu 
Bentuk pelaksanaan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) merupakan salah satu pengecualian terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Pasal tersebut memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.
b. Pelaksanaan Putusan Provinsi 
Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara.Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus.
c. Pelaksanaan Putusan Perdamaian
Pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR.Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada dirinya meskipun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa.
d. Eksekusi Terhadap Grosse Akta 
Grosse akta ini sesuai dengan Pasal 224 HIR.Eksekusi grosse akta merupakan eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta.Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.
1. Putusan Hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum.
Dimana pada putusan yang bersifat menghuku, adalah terwujud dari adanya perkara yang bentuk yurisdictio contentioso, dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa dimana ada penggungat dan ada terguga, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat.

2. Putusan Hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela.
Bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan Amar Putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan Amar Putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.
3. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 195 ayat 1 HIR/Pasal 206 ayat 1 HIR R.Bg.
Bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap pitisannya sendiri, sehingga secara ex offcio kewenangan tersebut berada pada Ketua Pengadilan tingkat pertama ang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari aananung hingga penyerahan barang kepada penggugat).

4. Eksekusi harus sesuai dengan Amar Putusan.
Apa yang dibunyikan oleh Amar Putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari Amar Putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari Amar Putusan itu sendiri pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.
3. Jenis-jenis Eksekusi
Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam Putusan Pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tidak rill, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil” dan melaukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang”.
1. Eksekusi Riil 

Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah dan bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan  perbuatan nyata) sesuai dengan Amar Putusan tanpa melalui proses perlelangan.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi Amar Putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melaluo proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.
3. Eksekusi melaksanakan suatu perbuatan Pasal 225 HIR/259 R.Bg
Seseorang dihukum melqaksanakan suatu perbuatan, Maksud Pasal 225 HIR/259 R.Bg yaitu jika seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada Pengadilan dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan itu turut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti, jika penilaian itu dengan lisan, makamhal itu harus di catat.
4. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi 
Telah diuraikan bahwa ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai, eksekusi dibedakan menjadi eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:
a. Surat Perintah Eksekusi
Surat Perintah Eksekusi adalah surat penetapan yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah Panitera atau Jurusita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Surat perintah ekksekusi dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri jika Tergugat telah memenuhi panggilan peringatan namun tidak menjalankan putusan pada masa peringatan tersebut. Namun Ketua Pengadilan Negeri juga dapat mengeluarkan peringatan surat perintah eksekusi dalam hak Tergugat tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.
Surat perintah eksekusi ini disebut oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dalam bentuk tertulis. Perintah dalam bentuk lisian dianggap tidak sah karena tidak sesuai Pasal 197 ayat 1 HIR atau Pasal 208 ayat 1 Rbg yang tidak memberi alternatif bentuk pperintah secara lisan.
Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada dasarnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilakksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, dengan mengajukan surat perintah eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
Disamping berisi perintah menjalankan eksekusi, surat penetapan itu sendiri berisi penunjukan nama pejabat yang diperintahkan. Jika yang ditujuk panitera, harus jabtan dan namanya dalam surat penetapan demikian juga, jika yang ditunjuk menjalankan eksekusi jurusita, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan.
b. Aanmaning 
Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau aanmaning. Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan.
Salah satu prinsip yang melekat dalam eksekusi bahwa eksekusi baru merupakan pilihan hukum apabila Tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Tergugat dianggap mau menjalankan putusan secara sukarela sejak tanggal peringatan atau aanmaning atau warning dilampaui. Sebelum tanggal peringatan dilampaui, eksekusi masih berada dibawah tindakan menjalankan putusan secara sukarela.
Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan yang merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa tegurankepada Terugat agar menjalankan isi putusan Pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ktua Pengadilan Negeri. 
Peringatan sebagaimana dimaksud diatas hanya diperlukan jika Tergugat enggan melaksanakan putusan secara sukarela. Jika Tergugat menjalankan putusan secara sukarela, maka peringatan tidak perlu dilakukan.
Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud  diatas disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR atau Pasal 206 ayat 1 Rbg, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Permohonan diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Secara formal, permohonan eksekusi secara lisan adalah sah dan memenuhi syarat tidak ada alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pengajuan eksekusi secara lisan. 
Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi, Ketua Pengadila Negeri akan memerintahkan pemanggilan Tergugat untum hadir di Pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk memberik peringatan atau teguran kepala Tergugat atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan Pengadilan. Setelah, Tergugat akan diberi batas waktu tidak lebih dari delapan hari untuk menjalankan putusan. Tindakan peringatan sebagaimana disebut diatas harus dilakukan dalam pemeriksaan saidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera , dan pihak Tergugat. 
Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan jadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.
Penerapan hukum dalam hal Tergugat tidak memenuhi panggilan peringatan diatur dalam Pasal 197 ayat 1 HIR atau Pasal 208 ayat 1 Rbg. Ada kemungkinan pihak Tergugat tidak memenuhi panggilan peringatan disebebkkan alasan yang sah seperti sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter, atau Tergugat sedang berada diluar kota saat pemanggilan disampaikan. Dalam hal seperti ini, ketidakhadiran Tergugar dianggap sah dan mesti ditoleransi serta harus dilakukan pemanggilan ulang. Namun jika Tergugat tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan beralasan, maka menurut Pasal 197 ayat 1 HIR atau Pasal 208 ayat 1 Rbg, terhadap Tergugat tidak diperlukan proses  peringatan dan tidak diberi tenggang masa peringatan.
Jika tergugat memenuhi panggilan peringatan, maka Tergugat akan diberi hak dan kewajiban untuk menjalankan pemenuhan isi putusan yang dihukumkan kepadanya dalam jangka waktu tidak lebih dari delapan hari. 
c. Permohonan sita eksekusi
Setelah aanmaning dilakukan, ternyata yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menajdi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusiterhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suaru putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain pindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dalam sita eksekusi harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Mendahulukan penyitaan barang bergerak

Sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi

b. Jenis-jenis barang bergerak yang dapat di sita eksekusi

Sita eksekusi terhadap barang bergerak meliputi segala jenis barang berupa uang tunai, surat berharga dan barang yang berada di tangan pihak ketiga

c. Yang dilarang disita eksekusi

Yang dilarang adalah dua hewan dan perkakas yang dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai alat (sarana) menjalankan mata pencaharian.

d. Penetapan eksekusi

Setelahadanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.
e. Lelang 

Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan didepan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan akantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran denga pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugar. Penggunnaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuuai dengan harga yang sewajarnya dipasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kkewajiban yang telah ditetapkan dalam putusuan hakim.
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yangdibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.
 Ketentuan dan pengertian wanprestasi yang telah dikemukakan diatas dapatlah ketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan tidak selayaknya. Menurut Pasal 1247 KUHPerdata bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang yang dirugikan. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak. 
Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.
 Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya”tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.
Wanprestasi (atau ingkarjanji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: 
1. sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. terlambat memenuhi prestasi, dan 
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menurut A. Qirom Syamsudn Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang  memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.Somasi sendiri merupakan terjemahan dari ingerbrekestelling.Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika seorang pihak dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.
 Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita.Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.
Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.


2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi
Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apbila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap meemnuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang meemnuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka dibur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi ialah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat terntu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa: 
a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. 
b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.
3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi
Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya dalam suatu perjanjian/perikatan ialah:
a. Adanya Kelalaian Para Pihak
Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada pihakyang ingkar janji (Wanprestasi) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada salah satu yang dirugikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang pihak yang seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.Sehubungan dengan kelalaian para pihak, perlu ketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang yang ingakar janji (Wanprestasi), yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.

2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.

3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (Overmacht/force majure).
Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini salah satu pihak tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan pihak yang ingkar janji (Wanprestasi). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa yaitu:
1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan salah satu pihak untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh pihak pertamamaupun oleh pihak kedua. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

4. Akibat Hukum Wanprestasi
Terkait dengan hukum perjanjian/perikatan apabila para pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikannya/, maka dikatakan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pihakyang lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian/perikatan, bila salah satu pihak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Berdasarkan penegasan yang dapat diketahui bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Terhadap perbuatan tersebut telah dilakukan teguran atau perintah oleh pihak yang berhak atas prestasi itu. Disamping saat wanprestasi dapat ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak.
Dipengadilan, mereka yang berperkaraharus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya tersebut telah melakukan Wanprestasi, bukan keadaan memaksa (overmacht). Begitu pula dengan pihak yang dirugikan harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa pihak yang ingkar janji (Wanprestasi) telah melepaskan haknya, dan kelalaiannya. Kelalaian atau kealpaan pihak yang melakukan ingkar janji (Wanprestasi), Pihak yang dirugikan berhak ataupun wajib melakukan suatu sanksi atau hukum terhadap pihak yang ingkar janji (Wanprestasi).
Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi untuk pihak yang ingkar janji (Wanprestasi) maka undang-undang menentukan bahwa pihak yang melakukan ingkar janji (Wanprestasi)  terhadap perjanjian/perikatan harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan salah satu pihak, namun ada kalanya pihak yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan para pihak tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya. Akibat hukum atau sangsi lainya yang diberikan kepada para pihak karena melakukan wanprestasi yakni:
a. Kewajiban membayar ganti rugi
Menurut Pasal 1442 KUHPerdata jika perikatan itu bertujuan untuk berbuat sesuatu maka pihak yang manapun, jika ia bberbuat sesuatu yang berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu wajib mengantikan biaya, rugi dan bunga. Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Terkait hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Pasal 1239 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika perbuatan itu untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk pembayaran biaya, rugi dan bunga. Mengenai kapan saatnya pihak yang melakukan wanprestasi melaksanakannya diwajibkan apabila seberuntung telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikan melewati bara waktu. Tentang kerugian apa saja yang dapat di tuntut kreditur. Diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata yaitu Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah
b. Kerugian yang diderita kreditur
Keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi
Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh para pihak sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang.Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.
c. Pembatalan perjanjian
Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih satu bulan. 
Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian pihak yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman yang dianggap malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.Menurut KUHPerdata pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya bila terjadi  wanpprestasi harus melalui putusan Hakim. 
d. Peralihan risiko
Peralihan resiko yang merupakan sanksi yang ketiga terhadap wanprestasi diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan si berutang. Apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan, resiko berada dalam tanggung jawabnya. Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing.

e. Pembayaran Biaya Perkara 
Kewajiban membayar biayaperkaa dalam Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut ketentuan tersebut, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai itu, pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Terkait demikian, dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan [restasi terlambbat. Terkait demikian pihak yang tidak mendapat kontra prestasi karena terjadi wanprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Semua hal diatas merupakan alternatif tuntutan yang dapat diajukan pihak yang dirugikan, akibbat adanya wanprestasi.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan dibagian keperdataan yaitu Dalam Putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PNMdn yang berisikan tentang Wanprestasi Dalam Akta Pengakuan Hutang.
B. Jenis dan Sifat Penelitian 

Adapun jenis penelitian ialah hukum normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan, Perundang-undangan, Keputusan Pengadilan, Teori hukum dan dapat berupa para sarjana.
Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn. Studi kasus adalah penelitian tentang Wanprestasi Dalam Akte Pengakuan Hutang Dengan yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Dalam penjelasan penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara teori sistematistentang “Tinjauan Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dapat Dijadikan Jaminan Eksekusi Jika Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN MDN)”.
C. Sumber Data/Bahan Hukum
Sumber data uamh digunakan diantaranya:
1. Bahan primer 
Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.Adapun perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Terdiri dari yaitu:
a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN)
b. Pasal 1868 KUHPerdata tentang Akta yang ditentukan undang-undang
c. Pasal 1243 KUHPerdata tentang Wanprestasi 
d. Pasal 1870,1871, 1874, 1875 KUHPerdata tentang Pembuktian suatu Akta
2. Bahan Sekunder
Bahan sekunder yaitu yang berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
3. Bahan Data Tersier
Bahan data Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dan data dari media internet, buku, artikel serta study kasus Putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn.
D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :
Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
E. Analisa Data
Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/Pn.Mdn.
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Perjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn
Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dibuat oleh notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku menganai itu, antara lain kitab undang-undang hukum perdata Indonesia dan Undang-undang jabatan notaris. Akta akan memiliki suatu karakter yang autentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antara para kedua belah pihak, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak, bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti tidak dapat dihilangkan. 
Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada Notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang dalam suatu akta.
Pihak Kreditur dengan menggunakan grosse akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan Pihak Debitur untuk pengambilan pelunasan piutangnya terhadap Pihak kreditur. Perbuatan hukum Pihak Kreditur dalam mengeksekusi onjek jaminan yang diberikan Pihak Debitur tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum karena didasarkan keadaan Akta Pengakuan Hutang yang telah dibuat sebelumnya oleh notaris yang bersangkutan.
Dari uraian tentang permasalah yang dibahas dalam penelitian ini maka Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah/legal secara hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang diberikan pihak debitur dalam rangka pengambilan pelunasan Hutang dari pihak kreditur. Demi pula halnya bila terjadi sengketa di Pengadilan atas perbuatan hukum hutang piutang tersebut, maka Akta Otentik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun pihak kreditur di muka Pengadilan.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undng”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Seorang pihak meminjam dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambatnya memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.
Mengenai Wanprestasi, maka terlebih dahulu akan membahas prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh Pihak Debitur dalam setiap perikatan, baik berikatan yang bersumber pada perjanjian maupun Undang-undang.
Pihak debitur dapat dikatan dalam wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:
1. Syarat Materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:

a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi
Hal kelalaian atau wanpretaso pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan pihak debitur, bahwa pihak kreditur mengendaki pembayaran seketika atau dalam janga waktu yang pendek. Biasanya peringatan itu dilakukan oleh seorang juru sita dan pengadilan, yang membuat proses verbal tenang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat, asalkan jangan sampai dengan dipungkiri oleh pihak kreditur.
Wanpretasi merupakan kelalaian atau kealpaan terhadap apa yang telah dijanjikan, untuk hal ini ada sanksi yang akan diberikan kepada pihak debitur. Yang ditimbulkan bagi pihak debitur yang lalai ada empat macam yaitu:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh Pihak Kreditur atau dengan kata lain Pihak debitur harus membayar ganti rugi.

b. Pembatalan Perjanjian atau yang dinamakan juga pemecahan Perjanjian.

c. Peralihan Resiko

d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkara didepan hukum.
Wanprestasi mempunyai akibat yang sangar penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah Pihak debitur telaah melakukan Wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya Wanprestasi sering kali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan Pihak debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa:
“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu  yang dihentikan”.

Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari pihak kreditur berupa akta kepada pihak debitur, supaya pihak debitur melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir pihak debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan, apabila debitur wanprestaso atau lalai.
Menurut pasal 1267 KUHPerdata tersebut, wanprestasi mengakibatkan pihak kreditur dapat menuntut berupa:

a. Pemenuhan prestasi

b. Pemutusan prestasi

c. Ganti rugi

d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

e. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi

Menentukan apa yang dimaksudkan wanprestasi dalam perjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang ada, dapat dilihat dari hak dan kewajibannya dari para pihak. Hal ini penting, karena timbulnya wanprestasi itu sendiri disebebkan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban. 
Pada saat ditanda tanganinya Akta Pengakuan Hutang antara pihak kreditur dan pihak debitur, maka masing-masing pihak tanpa kecuali wajib menjalankan dan mematuhi isi dari perjanjian yang telah disepakti yang mana dalam perjanjian tersebut megenai hak dan kewajiban pihak debitur dan pihak kreditur yang tercanyum pada syarat-syarat perjanjian tersebut.
Dari segi aktif, hak pada pihak kreditur dalam satu perjanjian adalah:
a. Pihak kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian diluar pengadilan

b. Jika pihak debitur tidak mau membayar, pihak kreditur dapat menggugat dipengadilan

c. Jika ada keputusan pengadilan, pihak kreditur memaksa pihak debitur untuk melaksanakan keputusan tersebut

Dari segi pasif, kewajiban dari pada pihak debitur dalam suatu perjanjian adalah :
a. Kewajiban memenuhi prestasi. Jika ia berhutang, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut

b. Pihak debitur wajib bertanggung jawab terhadap gugatan

c. Pihak debitur berkewajiban membiarkan barang-barang miliknya untuk pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut pasal 1234 KUHPerdata pihak debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada pihal krediur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal tersebut pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut wanprestasi. 
Salah satu kasus yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, dimana kasus tersebut telah diadili dalam Pengadilan Negeri Medan berdasarkan hasil Putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn.
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara MURTI SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Nomor 23 RT 047/RW020, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan melawan OJUR SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Komplek Amal Madani I Nomor 11, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat, sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang mana pada tanggal 18  Mei 2018 , Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat yaiitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Dan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat , uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 September 2019, dan Penggugat telah menangih kepada Tergugat dan telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan surat somasi pada tanggal 17 Mei 2019 (Bukti P-3) somasi pada tanggal 24 Mei 2020 (Bukti P-4), dan tanggal 31 Mei 2020 (Bukti P-5), namum sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat.
Menimbang, bahwa oleh berdasarkan penjelasan diatas telah terbukti bahwa Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat bukan karena adanya alasan yang memaksa tetapi karena Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat dan telah terbukti bahwa Penggugat telah membuat somasi atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar melunasi hutangnya.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
Menimbang, bahwa sisa pinjaman Tergugat terbukti sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang, mengacu kepada Stb.No.22.1848 bunga menurut undang-undang adalah 6 %  pertahun, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sebesar 6 % dari Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melunasi kewajibannya, oleh karena petitum ini dapat dikabulkan. 
Bahwa dari buti-bukti yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 September 2019, dan Penggugat telah menagih Tergugat dan Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat. Pada KUH Perdata menyebutkan bahwa siberhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 
Wanprestasi digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan

2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan 

3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu

4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati

Dalam ketentuan pasal 1234 KUHPerdata menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah diwajibkan apabila siberhutang seteah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya. Dan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak melakukan wanpresasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peraihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai dipengadilan. 

Bahwa jelas secara hukum, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar sisa Hutangnya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat secara nyata telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat dimana dengan perbuatannya tersebut, nyata Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).
Bahwa Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, dimana hilangnya hak menikmati uang dan memperoleh keuntungan sejak Tergugat Wanprestasi yaitu terhitung sejak bulan Mei 2018 (dua ribu delapan belas) hingga gugatan ini diajukan, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar bungsa sebesar 6% (enam persen) setiap bulan dari dihukum untuk membayar bunga sebesar jumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) terhitung sejak Mei 2018 (dua ribu delapan belas) hingga dibayar lunas.
Bahwa oleh gugatan ini dimajukan karena perbuatan Wanprestasi dari Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga harus mengajukan gugatan ini, maka mohon kiranya yang Mulia Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa Penggugat merasa khawatir adanya itikad tidak baik Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan
Guna menjaga agar Tergugat selalu patuh dan taat atas isi putusan ini, maka patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Hakim menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari bila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini. 
B. Akta Notaris Mempunyai Kekuatan Eksekutorial
Dari hasil penelitian ini eksekusi terhadap Akta Notaris bukanlah eksekusi yang dijalan Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,tapi eksekusi yang dijakankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dan Akta Notaris harus memenuhi keabsahan suatu Akta Notaris tersebut dapat memiliki kekuatan eksekutorial.
Akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat di disimpulkan bahwa akta adalah perbuatan hukum suatu tulisan yang dibuat untuk dipakaiatau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian akta. 

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum Perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, terdiri dari:

a. Alat Bukti Tulisan

b. Pembuktian dengan Saksi-saksi

c. Persangkaan-persangkaan

d. Pengakuan dan 
e. Sumpah
 
Apa yang dikemukakan diatas dalam memberikan pengertian Akta Notaris lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti Eksekusi Akta Notaris jika terjadi Wanprestasi. Oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai untuk proses Eksekusi suatu Akta Notaris maka, Akta tersebut meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namum karena tidak berisikan adanya perbuatan melawan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut Akta, tetapi surat biasa. Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya Akta Notaris dapat disebut dengan Akta yang memiliki kekuatan hukum pembuktian terhadap Akta Notaris jika terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak melakukan perbuatan melawan hukum.
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBg. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk kedalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR/RBg.

Dalam pelaksanaan eksekusi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang membuat suatu putusan dapat di eksekusi. Terdapat beberapa alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi dapat dijalankan. Pelaksanaan eksekusi terhadap Akta Notaris manakala debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, saaat ini masing terdapat pandangan berbeda dikalangan ahli hukum dan pengadilan. Persoalan yang menjadi pangkal berbedaan pandangan dalam eksekusi terhadap Akta Notaris lebih disebabkan taksiran terhadap Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehubungan dengan eksekusi Akta Notaris yang masih sering bermasalah, maka menurut M. Yahya Harahap harus diperhatikan hal-hal penting agar eksekusi Akta Notaris berjaan lancar. Dengan adanya Akta Notaris inilah maka apabila pihak debitur Wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi perjanjian tersebut.
Bahwa eksekusi yang dijalankan terhadap Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR, adalah eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan penyimpang dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap. Padahal prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namum Pasal 224 HIR memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk Akta Notaris dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekusi. Apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, maka pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa. 
Debitur yang dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanpretasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kredur yang diberikan kepada beditur. Surat tersebutdisebut dengan somasi. Bahwa untuk melakukan Eksekusi terhadap Akta Notaris dibutuhkan putusan hakim pengadilan gunanya untuk agar akta notaris itu bisa dapat dilakukan eksekusi secara serta merta atau istilah langsung.
 
Dan apabila kepada kedua belah pihak pada saat membuat perjanjian hutang piutang ada baiknya untuk membuat juga akta surat kuasa menjual guna menghindari ketika terjadi wanprestasi kepada pihak debitur dan pihak kreditur tidak perlu melaporkan kasus ini kepengadilan negeri untuk mendapatkan hak untuk menjual jaminan hutang tersebut sehingga memudahkan penyelesaiankan masalah yan terjadi diantara kedua belah pihak tanpa adanya ada penetapan pengadilan.
Dalam suatu proses perkara hukum perdata, sangat diperlukan adanya suatu alat bukti untuk menjadi pembuktian terhadap adanya suatu kasus hukum. proses pembuktian diperlukan apabila terjadinya satu gugatan dari pihak terhadap satu kasus dimana perlunya adanya tindak lanjut sehinga memerlukan suatu pembuktian terhadap gugatan tersebut dimana kewenangan seorang hakim untuk menyelidiki ada atau tidak alat bukti untuk manjadi dasar gugatan kepengadilan. Pada skripsi ini saya menjelaskan kasus putusan yang melakukan Wanprestasi terhadap akta notaris dimana dengan penjelasan ini saya uraikan. Akta Notaris yang dibuat kedua belah pihak di Kantor Notaris menjadi bukti Otentik yang kuat. Secara umum teori pembuktian suatu alat bukti menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dkemukakan oleh para pihak dalam suatu permasalahan dimuka persidangan. Selain itu pembuktian juga dapat diartikan suatu usaha atau upaya menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara dipersidangan pemgadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan dimana debitur telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan prestasi hal ini dapat dibuktikan bahwa debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur dihadapan Notaris dengan jaminan 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal parmanen yang terletak Jalan Amal Luhur Nomor: 11 Komplek Griya Amal Madani Lingkungan VIII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia. Debitur juga sudah diberikan surat peingatan tertulis untuk segera melunasi hutang tersebut, namum debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya.
Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 (lima belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn telah mengajukan gugatan tersebut. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara MURTI SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Nomor 23 RT 047/RW020, Kelurahan Dwikora, Kelurahan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan melawan OJUR SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Komplek Amal Madani I Nomor 11, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tertanggal 18(delapan belas) 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan bahwa merupakan bukti untuk adanya kesepakatan kedua belah pihak dari sahnya suatu perjanjian antara para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka lamanya Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat adalah selama 16 (enam belas) bulan, yaitu terhitung  sejak bulan Mei 2018 (dua ribu delapan belas) dan berakhir pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas).
Dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim untuk diproses eksekusi, yiatu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dan Tergugat. Akta Pengakuan Hutang Dengam Jaminan tanggal 18 Mei 2018 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Sah hukumnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akta-akta yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai tindak lanjut dari Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Gorodon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris-PPAT di Kota Medan. 
Bahwa Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sesuai sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas). 
Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka lamanya Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat selama 16 (enam belas) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Mei 2018 (dua ribu delapan belas) dan berakhir pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas).

Dalam penelitian ini pula, hakim yang terkait dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perkara perdata Wanprestasi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan. Adapu hasil penelitian berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan putusa yang dijatuhkan terhadap tergugat dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri      Medan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn
Dalam memutuskan setiap perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melankan hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara perdata tersebut.
Tugas hakim hanya terbatas hingga menjalankan undang-undang dan berdasarkan teori-teori hukuman dan kriminalitas yang meletakan titik berat pada daya yang timbul dari ancaman hukuman. Jadi hakim tidak boleh mengambil hukuman atas suatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang.
Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai maka hakim harus mengambil putusan yang sesuai. Hakim dituntut untuk mengambil tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menerapkan suatu tindak kasus perdata ata perbuatan yang dilakukan.
Konsekuensi dengan adanya hukum dalam keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata melainkan, persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung pada sisi mana kita memandangnya, oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan. 
Berikut ini penulis akan menguraikan pengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian Putusan Perkara Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn dan Pertimbangan Majelis Hakim Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H terhadap kasus yang ditangani Hakim tersebut dimana dia beranggapan Pada umumnya setiap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan disebut yurisprudensi. Yurisprudensi berarti juga putusan pengadilan yang setiap putusan terdiri dari penyelesaian masalah dan penetapan kaedah serta dapat menimbulkan keyakinan, sehingga diikuti oleh hakim lain bahkan di luar pengadilan. 

Tugas hakim adalah mengambil dan menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wenang ia menolaknya.
dapat diketahui bahwa pada hakekatnya hakim diharapkan memberikan pertimbangan benar atau tidak peristiwa yang disengketakan. Oleh karena itu pertama yang dilakukan oleh hakim adalah mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa, yang berarti hakim harus melihat, mengetahui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan. Sekaligus membuktikan peristiwa tersebut, kalau peristiwa telah terbukti dan peraturan hukumnya jelas ada maka hakim tinggal menerapkan peristiwa yang telah terbukti atau peristiwa konkrit tersebut ke dalam peraturan hukumnya. Akan tetapi jika hukumnya kurang jelas maka hakim harus menafsirkan peraturan hukum tersebut ke dalam peristiwa konkrit. Jika peraturan hukum tidak ada maka hakim harus menemukan hukumnya terhadap peristiwa konkrit tersebut (Hasil Wawancara Bersama Hakim Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H. 

 Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Dan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka lamanya Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat adalah selama 16 (enam belas) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Mei 2018 (dua ribu delapan belas) dan berakhir pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas).
3. Bahwa akan tetapi, ternyata setelah Tergugat menerima uang tersebut dari Penggugat hingga jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati ternyata Tergugat tidak juga melunasi hutangnya dan Penggugat  sudah berupaya mengubungi Tergugat untuk menanyakan tentang hutangnya namun Tergugat selalu mencari–cari alasan seolah-olah mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya.
4. Bahwa Penggugat juga telah memberikan Surat Teguran / Somasi kepada Tergugat sebagaimana surat Somasi pada tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) (Bukti P-3), yang mana setelah Tergugat menerima Somasi pertama dari Penggugat maka Tergugat mencicil hutangnya dengan mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juga rupiah) dan berjanji segera akan melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga sisa hutang Tergugat menjadi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
5. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat menunggu kepastian dari Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat tidak juga beritikad baik untuk melunasinya sehingga Penggugat kembali melayangkan somasi kepada Tergugat sebagaimana Somasi pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2020 (dua ribu dua pulu) (Bukti P-4), dan tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) (Bukti P-5).
6. Bahwa atas somasi-somasi tersebut, sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat tidak juga melunasi hutangnya kepada Penggugat.
7. Bahwa jelas secara hukum, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat secara nyata telah menunjukkan “itikad tidak baik” dari Tergugat dimana dengan perbuatannya tersebut, nyata Tergugar telah melakukan perbuatan “Wanprestasi”.
8. Bahwa oleh karena secara Tergugat telah melakukan perbuatan “Wanprestasi” maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dinyatakan telah melaukan perbuatan wanprestasi:.
9. Bahwa oleh karena secara nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi serta telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)
10. Bahwa perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, dimana hilangnya hak menikmati uang dan memperoleh keuntungan sejak Tergugat wanprestasi yaitu sejak bulan Mei 2018 (dua ribu delapan belas) hingga gugatan ini diajukan, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (persen) setiap bulan dari jumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) terhitung sejak Mei 2018 (dua ribu delapan belas) hingga dibayar lunas.
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir adanya itikad tidak baik Tergugar untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakan sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ang nantinya akan diajukan dalam persidangan dalam perkara ini untuk selanjutnya menjadi Objek Jaminan pembayaran kewajiban Tergugar dalam perkara ini.
12. Bahwa guna menjaga agar Tergugat selalu patuh dan taat isi putusan ini, maka patut menurut bilamana Yang Mulia Hakim menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /hari  bila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini majukan karena karena perbuatan dari Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga harus mengajukan Gugatan ini, maka mohon kiranya Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan perkara ini dengan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan bukti-bukti hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar sisa hutangnya kepada penggugat, sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang mana pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat pulu tiga juta rupiah) sbagaimana termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Dan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas), dan Penggugat telah menagih kepada Tergugat dan telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga)  kali yaitu dengan surat somasi pada tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) (Bukti P-3), Somasi pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) (Bukti P-4) dan tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) (Bukti P-5), namun sampai saat ii Tergugat belum membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat.
Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bantahannya terhadap hutang tersebut karena Tergugat tidak mengajukan jawabannya.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkwajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6.
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 adalah Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang membuktikan bahwa pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Tergugat Ojur Sitorus meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal parmanen yang terletak di Jalan Amal Luhur nomor: 11 Komplek Griya Amal Madani Lingkungan VIII, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia.
Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-3,P-4,P-5 dan P-6 adalah somasi I tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh), somasi ke-2 tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) dan Somasi ke-3 yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar Tergugat membayar lunas sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) karena Tergugat telah membayar sebesaar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Penggugat telah menangih Tergugat dan Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) keli kepada Tergugat.
Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menyebut bahwa siberhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Menimbang, bahwa wanprestasi digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan.

b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan. 

c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu.

d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada kesepakatan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat bukan karena adanya alasan yang memaksa tetapi karena Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat, dan telah terbukti bahwa Penggugat telah membuat somasi atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar melunasi hutangnya.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu mmbuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat.
Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 2 menyatakan perbuatan Tergugat yang telah lalai dalam memnuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, adalah Perbuatan Wanprestasi, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat maka Petitum ini dikabulkan.
Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga) menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 18 (delapan) Mei  2018 (dua ribu delapan belas) yang dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh karena tidak terbukti perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka petitum ini dapat dikabulkan. 
Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak.
Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 5 menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat  sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena telah terbukti Tergugat tidak membayar hutangnya kepad Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka petitum ini dpat dikabulkan.
Menimbung, bahwa mengenai Petitum poin 6 menghukum Tergugat untuk membayar bunga setiap bulan sebesar 6% (enam persen) setiap bulan dari jumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) terhitung sejak Mei 2018 (dua ribu delapan belas) hingga dibayar lunas.
Menimbang, bahwa sisa pinjaman Tergugat terbukti sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPedata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, mengacu kepada Stb.No.22/1848 bunga menurut undang-undang adalah 6% (enam persen) Per tahun, oleh karena nya Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) dari Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melunasi kewajibannya, oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan.
Menimbang, bahwa mengenai Petitum 7 menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/Perhari bila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV dwangsom (uang paksa) tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karenannya petitum ini harus ditolak.
Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 8 menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah biaya yang timbul dalam perkara ini, oeh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dipihak yang kalah maka petitum ini dapat dikabulkan.
Menimbang, bahwa selain maksud gugatan Penggugat seperti yang sudah dipertimbangkan diatas dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dimana Penggugat mampu menguatkan kebenaran sebagian dalil-dalil gugatannya.

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata serta Peraturan lain yang bersangkutan.
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengam Jaminan tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum etap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat 6% (enam persen) setahun dari Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melunasi kewajibannya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timul dalam perkara ini sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
BAB V

PENUTUP
A. KESIMPULAN 

1. Akta akan memiliki suatu karakter yang autentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antara para kedua belah pihak, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak, bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti tidak dapat dihilangkan. Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah/legal secara hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang diberikan pihak debitur dalam rangka pengambilan pelunasan Hutang dari pihak kreditur. Demi pula halnya bila terjadi sengketa di Pengadilan atas perbuatan hukum hutang piutang tersebut, maka Akta Otentik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun pihak kreditur di muka Pengadilan. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, dimana kasus tersebut telah diadili dalam Pengadilan Negeri Medan berdasarkan hasil Putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat, sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang mana pada tanggal 18  Mei 2018 , Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat yaiitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai termaktub dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan. Dan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat , uang tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 September 2019, dan Penggugat telah menangih kepada Tergugat dan telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan surat somasi pada tanggal 17 Mei 2019 (Bukti P-3) somasi pada tanggal 24 Mei 2020 (Bukti P-4), dan tanggal 31 Mei 2020 (Bukti P-5), namum sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat. Bahwa oleh berdasarkan penjelasan diatas telah terbukti bahwa Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat bukan karena adanya alasan yang memaksa tetapi karena Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat dan telah terbukti bahwa Penggugat telah membuat somasi atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar melunasi hutangnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang membuat suatu putusan dapat di eksekusi. Terdapat beberapa alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi dapat dijalankan.Pelaksanaan eksekusi terhadap Akta Notaris manakala debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, saaat ini masing terdapat pandangan berbeda dikalangan ahli hukum dan pengadilan. Persoalan yang menjadi pangkal berbedaan pandangan dalam eksekusi terhadap Akta Notaris lebih disebabkan taksiran terhadap Pasal 224 HIR/258 Rbg. Sehubungan dengan eksekusi Akta Notaris yang masih sering bermasalah, maka menurut M. Yahya Harahap harus diperhatikan hal-hal penting agar eksekusi Akta Notaris berjaan lancar. Dengan adanya Akta Notaris inilah maka apabila pihak debitur Wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi perjanjian tersebut. Bahwa eksekusi yang dijalankan terhadap Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR, adalah eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan penyimpang dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap. Padahal prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namum Pasal 224 HIR memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk Akta Notaris dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekusi. Apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, maka pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa. Debitur yang dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanpretasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kredur yang diberikan kepada beditur. Surat tersebut disebut dengan somasi. Bahwa untuk melakukan Eksekusi terhadap Akta Notaris dibutuhkan putusan hakim pengadilan gunanya untuk agar akta notaris itu bisa dapat dilakukan eksekusi secara serta merta atau istilah langsung. Dalam suatu proses perkara hukum perdata, sangat diperlukan adanya suatu alat bukti untuk menjadi pembuktian terhadap adanya suatu kasus hukum. Proses pembuktian diperlukan apabila terjadinya satu gugatan dari pihak terhadap satu kasus dimana perlunya adanya tindak lanjut sehinga memerlukan suatu pembuktian terhadap gugatan tersebut dimana kewenangan seorang hakim untuk menyelidiki ada atau tidak alat bukti untuk manjadi dasar gugatan kepengadilan.
3. Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai maka hakim harus mengambil putusan yang sesuai. Hakim dituntut untuk mengambil tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menerapkan suatu tindak kasus perdata ata perbuatan yang dilakukan.
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengam Jaminan tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat 6% (enam persen) setahun dari Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melunasi kewajibannya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timul dalam perkara ini sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

B. SARAN
1. Seharusnya bentuk wanprestasi dalam suatu perjanjian tersebut bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestainya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitur yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Wanprestasi menimbulkan hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut terhadap pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Adapun akibat hukum debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu diantaranya pihak debitur harus pemutusan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
2. Seharusnya pihak debitur tidak melakukan wanprestasi tehadap suatu perjanjian yang dibuat sehingga tidak memerlukan gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga merugikan kedua belah pihak.
3. Seharusnya ditaatinya keputusan Hakim Pengadilan, dimana pihak yang bersalah harus menjalan semua keputusan hakim sebagaimana guna untuk penyelesaian kasus perjanjian wanpresasi tersebut yang terjadi di Kota Medan.
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Indonesia,Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notarisDalam Undang-undang ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian, kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; cuti notaris dan notaris pengganti; honorarium; akta notaris, dan pengawasan notaris.
Indonesia, Undang-undang KUHPerdata Pasal 1868 tentang akta yang ditentukan undang-undang. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.
Indonesia, Undang-undang KUHPerdata Pasal 1352 tentang menyebutkan Bahwa Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dariundang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
Indonesia, Undang-undang KUHPerdata Pasal 1380 tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.
Indonesia, Undang-undang KUHPerdata Pasal 1243 tentang Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”
Indonesia, Undang-undang KUHPerdata Pasal 1870, 1871,1874, dan 1875 Tentang Pembuktian suatu akta yang memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta tersebut.
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